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SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021 

 

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 

2021 terdiri dari dua laporan yaitu: 

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan. 

a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK; 

b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar 

pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, 

metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, penerapan SIPD, dan batasan 

pemeriksaan; 

c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah dilengkapi dengan tanggal dan tempat; 

d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021. Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (Buku I) wajib ditandatangani oleh Kepala Daerah 

untuk seluruh komponen Laporan Keuangan tanpa tanggal dan tempat. 

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap 

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat: 

a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap 

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 

b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap 

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan 

c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya. 
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  

ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 

Laporan atas Laporan Keuangan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Lampung Selatan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, 

Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bertanggung jawab atas penyusunan dan 

penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari 

salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. 

 

Tanggung jawab BPK 

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan 

berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik 

BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan 

yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. 

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan 

pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada 

pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material 

dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam 

melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang 

relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 

Lampung Selatan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi 

yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern 

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga 

mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran 

estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, serta 

evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.  
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BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai 

dasar untuk menyatakan opini BPK. 

 

Opini 

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, 

dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 

tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, 

operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

Laporan atas SPI dan Kepatuhan 

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, 

BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas 

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan disajikan dalam Laporan Nomor 21B/LHP/XVIII.BLP/05/2022 tanggal 10 Mei 

2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. 

 

Bandar Lampung, 10 Mei 2022 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

Perwakilan Provinsi Lampung 

Penanggung Jawab Pemeriksaan, 

 

 

 

Andri Yogama, S.E, M.M, Ak., CA, CSFA 

Register Negara Akuntan No. RNA-9383 
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GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN  

 

 

1. Dasar Hukum Pemeriksaan 

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan 

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

 

2. Standar Pemeriksaan 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 

2021 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 

Tahun 2017. 

 

3. Tujuan Pemeriksaan 

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 

2021 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 yang didasarkan pada kriteria:  

a. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; 

b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); 

c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 

d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. 

 

4. Entitas yang Diperiksa 

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki 

53 Perangkat Daerah (PD) Badan/Dinas/Kecamatan/Sekretariat/Inspektorat dan 

RSUD. 

 

5. Lingkup Pemeriksaan 

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung 

Selatan yang terdiri dari: 

a. Neraca per 31 Desember 2021; 

b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

c. Laporan Operasional (LO); 

d. Laporan Arus Kas (LAK); 

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); 

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi: 

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 

31 Desember 2021; 

b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai 

dengan 31 Desember 2021; 
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c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, 

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 

Desember 2021; 

d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan 

Keuangan;  

e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;  

f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk 

pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan 

pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan 

g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan 

keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD. 

 

6. Metodologi Pemeriksaan 

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 

2021 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan 

pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. 

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko 

kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan 

melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta 

penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan 

penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan 

dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak 

bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.  

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-

bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. 

Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas 

transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, 

observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (reperformance), 

dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas 

permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan 

pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang 

material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun 

kesalahan. 

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa 

mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan 

kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan 

penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak 

yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa 

memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-

permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran 

penyajian laporan keuangan. 

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta 

laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap 
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peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada 

pembaca laporan. 

 

7. Jangka Waktu Pemeriksaan 

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 21 Maret 2022 s.d. 19 April 2022 

berdasarkan Surat Tugas Nomor 40/ST/XVIII.BLP/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 

dan 51/XVIII.BLP/03/2022 tanggal 24 Maret 2022. 

 

8. Penerapan SIPD 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dibangun dan dikembangkan oleh 

Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan: 

a. Menyatukan data perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah seluruh Indonesia; 

b. Menyeragamkan proses perencanaan, keuangan dan pelaporan seluruh Indonesia; 

c. Meminimalisir anggaran pemerintah daerah untuk mengembangkan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan 

daerah, dimana ke depan hanya ada satu sistem, yaitu SIPD; dan 

d. Melakukan percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk seluruh 

Indonesia melalui BPD dan Bank Negara seluruh Indonesia. 

SIPD menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung dan 

terintegrasi dengan berbasis elekronik yang dapat diakses melalui situs jaringan resmi 

Kementerian Dalam Negeri. 

Untuk mendukung SIPD, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian 

dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  

Kedua peraturan tersebut merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam 

menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa 

penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju Single 

Codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, anggaran, pelaksanaan 

dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan. 

Sesuai Pasal 31 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD menyatakan bahwa 

semua sistem terkait informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah berbasis 

elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk 

diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini 

diundangkan, sehingga penerapan SIPD mulai digunakan sejak tahun anggaran 2021 

oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Kabupaten Lampung 

Selatan. 

Secara bertahap, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sudah mengaplikasikan 

SIPD dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran. Namun demikian untuk 

tahap pelaksanaan penatausahaan belum sepenuhnya dapat diterapkan karena masih 

sering error dan fitur-fitur yang kurang relevan. 
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9. Batasan Pemeriksaan 

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab 

manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi 

dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja 

maupun tidak disengaja oleh manajemen. 

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan 

keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang 

berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan 

untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil 

pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.  

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya 

perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak 

memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan 

hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang 

berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan 

keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan 

melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama 

pemeriksaan. 

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK 

hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait 

langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan 

bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi. 

 

 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 



 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang 

terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus 

Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana 

terlampir adalah tanggung jawab kami. 

 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian 

Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, 

saldo anggaran lebih, beban, ekuitas, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

 

Kalianda, 10 Mei 2022 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

 

 

 

NANANG ERMANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

 

 

 

 NANANG ERMANTO 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan 

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. 

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi 

pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah 

ditetapkan,menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu 

entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 

posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas 

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk 

tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan 

informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang 

dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari 

operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan 

Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: 

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan 

anggaran; dan 

2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan 

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD. 
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Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan 

informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: 

1. Aset; 

2. Kewajiban; 

3. Ekuitas; 

4. Pendapatan; 

5. Belanja; 

6. Transfer; 

7. Pembiayaan; 

8. Pendapatan-LO 

9. Beban; dan 

10. Arus kas. 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk 

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai 

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun 

politik dengan: 

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup 

untuk membiayai seluruh pengeluaran; 

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya 

ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan 

peraturan perundang-undangan; 

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah 

dicapai; 

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai 

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah 

daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan 

pinjaman; 

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah 

daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan 

yang dilakukan selama periode pelaporan. 
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1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang 

Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 

Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan;  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan 

Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Klasifikasi 

dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 

Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah; (pastikan masih 

berlaku, jika tidak ganti yang baru 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021; 



 

 13 

 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara 

Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban 

Pemerintah Daerah Untuk Mengalokasikan Belanja Wajib; 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi 

Daerah; 

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang 

Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

34. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2020 tentang Penggunaan 

Sebagian (Earmarking) Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Dalam 

Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung 

Selatan Tahun 2021; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung 

Selatan Tahun Anggaran 2021; 

38. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; 

39. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 01.1 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 

2014 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan; 
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40. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual di Kabupaten Lampung 

Selatan; 

41. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan 

Tahun Anggaran 2021; 

42. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Pertama atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 69 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021; 

43. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2021 Tanggal 8 Juli 

2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan 

Nomor 69 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021; 

44. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung 

Selatan Tahun Anggaran 2021; 

45. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Pertama atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 

Anggaran 2021. 
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1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 

I. Pendahuluan 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan; 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan; 

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan. 

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 

APBD 

2.1. Ekonomi Makro; 

2.2. Kebijakan Keuangan; 

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD. 

III. Kebijakan Akuntansi  

3.1. Entitas Akuntansi; 

3.2. Entitas Pelaporan; 

3.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan; 

3.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan; 

3.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada 

dalam SAP; 

3.5.1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Lampung Selatan; 

3.5.2. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan; 

3.5.3. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

3.5.4. Kebijakan Akuntansi Neraca; 

3.5.5. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA; 

3.5.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO; 

3.5.7. Kebijakan Akuntansi Beban; 

3.5.8. Kebijakan Akuntansi Belanja; 

3.5.9. Kebijakan Akuntansi Transfer; 

3.5.10. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; 

3.5.11. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas; 

3.5.12. Kebijakan Akuntansi Investasi; 

3.5.13. Kebijakan Akuntansi Piutang; 

3.5.14. Kebijakan Akuntansi Persediaan; 

3.5.15. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar; 

3.5.16. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; 

3.5.17. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi,dan Operasi Yang Tidak 

Dilanjutkan; 

3.5.18. Kebijakan Akuntansi Dibayar Dimuka; 

3.5.19. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya; 

3.5.20. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan; 

3.5.21. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana; 

3.5.22. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Penyusutan. 

IV. Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan 
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V. Pos-Pos Laporan Keuangan  

5.1.  Penjelasan Pos-Pos Neraca; 

5.1.1  Aset;  

5.1.2  Kewajiban; 

5.1.3  Ekuitas; 

5.2.  Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

5.2.1  Pendapatan– LRA; 

5.2.2  Belanja; 

5.2.3  Pembiayaan; 

5.3.  Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih    

 (LPSAL); 

5.4.  Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO); 

5.4.1  Pendapatan – LO; 

5.4.2  Beban; 

5.4.3  Kegiatan Non Operasional; 

5.4.4  Pos Luar Biasa; 

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 

5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK); 

5.6.1 Arus Kas dari Operasi; 

5.6.2 Arus Kas dari Invenstasi Aset Non Keuangan; 

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan; 

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris. 

VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan 

6.1. Administrasi Pemerintahan; 

6.2. Organisasi Perangkat Daerah; 

6.3. Kepegawaian Daerah. 

 

VII. Penutup 
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II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN 

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 

2.1. Ekonomi Makro 

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu daerah otonomi yang 

baru terbentuk pada tahun 1982. Kabupaten Lampung Selatan telah berupaya dan 

bekerja keras guna meningkatkan pembangunan disetiap sektor ekonomi, 

khususnya sektor penunjang perkonomian. Upaya yang telah, sedang dan akan 

dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada dasarnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan 

meratakan hasil-hasil pembangunan keseluruh Kecamatan. 

Kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan yang 

lebih luas serta mengurangi penduduk miskin melalui pertumbuhan ekonomi. 

Kondisi ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal daerah yang diarahkan 

kepada efisiensi dan efektivitas kegiatan dengan mempertajam prioritas 

pembangunan kepada kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberikan dampak 

besar bagi masyarakat luas khususnya kegiatan yang mampu mendorong sektor riil. 

Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi pada sisi supply harus terus didorong 

melalui kegiatan-kegiatan yang langsung berkaitan dengan aktifitas masyarakat 

khususnya kegiatan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan 

konsumsi, mendorong tumbuhnya investasi di daerah, pengendalian belanja 

pemerintah serta peningkatan nilai tambah pada sektor industri, khususnya usaha 

kecil dan menengah. Selain itu, sebagai daerah pertanian, upaya untuk meningkatkan 

produktivitas sektor pertanian akan terus didorong khususnya bagi komoditas 

pertanian yang mempunyai value added yang tinggi. 

 

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total keseluruhan 

dari nilai tambah (value added) yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi. 

PDRB merupakan data statistik yang dapat dijadikan ukuran kuantitatif guna 

mengevaluasi dan memonitor hasil pembangunan yang telah diprogramkan oleh 
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pemerintah daerah. Perkembangan PDRB sangat ditentukan oleh potensi ekonomi 

yang ada serta kondisi sosial dan politik yang kondusif. Dalam prakteknya PDRB 

terdiri dari PDRB atas harga berlaku yang memiliki kaitan erat dengan analisis 

pendapatan perkapita dan PDRB atas harga konstan yang dapat digunakan sebagai 

analisis tingkat pertumbuhan ekonomi. 

Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Lampung Selatan mengalami 

penurunan sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Hal ini menjadi anomali dari 

perkembangan angka PDRB Kabupaten Lampung Selatan yang setiap tahunnya 

mengalami peningkatan. PDRB Kabupaten Lampung Selatan atas Dasar Harga 

Berlaku (ADHB) tahun 2020 adalah sebesar Rp44.298.950.000.000,00 (Empat 

Puluh Empat Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus 

Lima Puluh Juta Rupiah) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar 

Rp29.744.350.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Triliun Tujuh Ratus Empat Puluh 

Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). 

Tabel 2.1. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan 

 Tahun 2016-2020 

Tahun 
PDRB ADHB 

(JutaRupiah) 

PDRB ADHK 

(JutaRupiah) 

2016 34.915.660,00 25.942.710,00 

2017 38.322.380,00 27.359.530,00 

2018 41.586.070,00 28.791.440,00 

2019 44.629.660,00 30.268.830,00 

2020 44.298.950,00 29.744.350,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022 
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Gambar 2.1. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan 

Tahun 2016–2020 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022 

Struktur perekonomian daerah ditentukan oleh besarnya sumbangan masing-

masing sektor pembentuk perekonomian daerah. Berikut persentase sumbangan sektor-

sektor perekonomian yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha 

terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan: 
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Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar 

Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lampung Selatan (dalam Milyar) 

No 
Lapangan 

Usaha 

2016 2017 2018 2019 2020 

Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % 

1 Pertanian, 
Kehutanan dan 
perikanan 

10.574,45 30,29 11.419,35 29,80 12.336,13 29,6 12.991,25 28,8 13.404,95 30,2 

2 Pertambangan 
danPenggalian 

565,37 1,62 636,14 1,66 669,16 1,6 715,79 1,59 724,57 1,63 

3 Industri 
Pengolahan 

8.543,22 24,47 9.385,40 24,49 10.094,96 24,2 10.840,20 24,35 10.396,76 23,45 

4 Pengadaan 
listrik dan gas 

36,92 0,11 42,26 0,11 45,11 0,11 49,65 0,11 51,84 0,12 

5 Pengadaan air, 
pengelolaan 
sampah 

43,57 0,12 48,95 0,13 51,80 0,12 54,70 0,12 57,11 0,13 

6 Konstruksi 3.997,65 11,45 4.607,28 12,02 5.212,37 12,5 5.839,95 13 5.471,24 12,35 

7 Perdagangan 
besar dan 
eceran, 
reparasi mobil 
dan motor 

4.022,59 11,52 4.388,38 11,45 4.880,21 11,7 5.560,10 12,3 5.508,37 12,43 

8 Transportasi 
dan 
pergudangan 

2.220,95 6,36 2.468,81 6,44 2.664,06 6,39 2.846,04 6,31 2.302,53 5,20 

9 Penyediaan 
akomodasi dan 
makan minum 

519,04 1,49 564,83 1,47 629,33 1,51 674,23 1,49 632,11 1,43 

10 Informasi dan 
komunikasi 

957,22 2,74 1.053,07 2,75 1.135,02 2,72 1.231,14 2,73 1.337,51 3,02 

11 Jasa keuangan 
dan asuransi 

643,45 1,,84 691,95 1,81 724,48 1,74 748,90 1,66 781,98 1,76 

12 Real estate 738,24 2,11 813,88 2,12 896,95 2,15 981,67 2,18 984,90 2,22 

13 Jasa 
perusahaan 

32,30 0,09 34,80 0,09 36,31 0,09 38,75 0,09 38,49 0,09 

14 Administrasi 
pemerintahan, 
pertahanan 

797,41 2,28 859,59 2,22 927,96 2,22 983,55 2,18 1.035,60 2,34 

15 Jasa 
pendidikan 

823,09 2,36 874,77 2,28 949,82 2,28 1.043,18 2,31 1.068,40 2,41 

16 Jasa kesehatan 
dan kegiatan 
sosial 

196,80 0,56 211,39 0,55 227,51 0,55 246,21 0,55 272,54 0,61 

17 Jasa lainnya 203,37 0,58 221,55 0,57 239,22 0,57 263,01 0,58 250,07 0,56 

  Jumlah 34.915,66 100,00 38.322,38 100,00 41.720,42 100,00 45.108,31 100,00 44.298,95 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan,2022 

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Lampung 

Selatan didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri 

pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, dan konstruksi. 

Selama kurun waktu 2016-2020, berkisar 30 persen struktur perekonomian Kabupaten 

Lampung Selatan berasal dari sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 

meskipun terjadi penurunan. Kemudian sektor industri pengolahan sebesar 23,45 

persen pada tahun 2020, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi 

sebesar 12,35 persen, reparasi mobil dan motor sebesar 12,43 persen dan transportasi 
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dan pergudangan sebesar 5,20 persen. Sedangkan untuk sektor-sektor lain 

menyumbang kontribusi tidak lebih dari 3,02 persen dengan sektor jasa perusahaan 

menyumbang kontribusi terkecil sebesar 0,09 persen. 

Dari tabel di atas juga terlihat bahwa sumbangsih atau peranan sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan dalam pembentukan PDRB Kabupaten 

Lampung Selatan makin menurun dari tahun ke tahun, namun untuk sektor 

industri pengolahan dan sektor transportasi dan pergudangan cenderung 

mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2020 perkembangan distribusi 

sektor industri pengolahan mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan 

tahun 2019. Diharapkan dengan meningkatnya perkembangan sektor industri 

pengolahan maka hasil atau produk dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan 

dan perikanan yang memang banyak dihasilkan di Kabupaten Lampung Selatan 

dapat diolah lebih lanjut atau dapat dimanfaatkan di sektor industri baik industri 

kecil, menengah, maupun besar sehingga nilai tambah (value added) yang 

dihasilkan dapat meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan dan 

berkelanjutan. 

Gambar 2.2 Distribusi PDRB Kabupaten Lampung Selatan atas Dasar Harga Berlaku 

Tahun 2016–2020 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022 
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Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir 

(2016–2020) terlihat bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan 

perikanan masih mendominasi perekonomian Kabupaten Lampung Selatan, hal ini 

menunjukkan bahwa sektor tersebut masih menjadi sektor basis atau sektor 

unggulan yang menjadi tulang punggung sebagian besar masyarakat di Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Jika dilihat dari pendekatan pengeluaran, PDRB ADHB dan PDRB ADHK 

Kabupaten Lampung Selatan didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga 

yang artinya bahwa pengeluaran konsumsi untuk rumah tangga sebagai pengguna 

akhir (final demand) atas berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia di dalam suatu 

perekonomian yang sangat tinggi. 

 

Tabel 2.3. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 

2016–2020 Menurut Jenis Pengeluaran 

Jenis Pengeluaran 

PDRB ADHB PDRB ADHK 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Pengeluaran 
Konsumsi Rumah 
Tangga 

18.609,16  20.594,00  22.708,26 24.704,26 24.791,55 13.951,62 14.815,48 15.653,25 16.467,98 16.225,49 

Pengeluaran 
Konsumsi LNPRT 

 413,59   480,31  580,19 643,12 624,00 292,92 321,06 372,19 406,16 387,15 

Pengeluaran 
Konsumsi Pemerintah 

 1.882,18   1.972,33  2.072.79 2.169,31 2.175,15 1.204,13 1.217,80 1.243,88 1.278,51 1.254,01 

Pembentukan Modal 
Tetap Bruto 

11.885,65  13.479,16  15.211,84 16.723,45 16.129,38 9.116,84 9.801,14 10.623,16 11.156,66 10.568,20 

Perubahan Inventori  758,53   547,56  593,57 273,43 437,76 452,84 463,67 476,14 101,32 303,20 

Net Ekspor Barang 
dan Jasa 

 1.366,55   1.249,02  418,86 116,08 141,11 924,36 740,37 422,81 858,21 1.006,30 

Total 34.915,66  38.322,38  41.586,07 44.629,66 44.298,95 25.942,71 27.359,53 28.791,44 30.268,83 29.744,35 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022 

 Analisa pertumbuhan ekonomi adalah suatu bentuk analisis terhadap 

parameter PDRB yang menggambarkan perkembangan suatu sektor secara riil dan 

objektif. Riil dalam arti bahwa angka pertumbuhan diperoleh dengan mengeliminir 

pengaruh kenaikan harga (inflasi). Sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah 

bahwa kenaikan/penurunan nilai tambah tersebut pembandingnya adalah nilai tambah 

sektor yang bersangkutan pada tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan. 
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 Dengan demikian angka pertumbuhan ini merupakan suatu indikator yang 

cukup relevan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Sehingga 

dapat diambil langkah–langkah yang strategis untuk meningkatkan pembangunan 

daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun langkah yang diambil tidak 

terlepas dari seberapa besar peran sektor terhadap pertumbuhan, kondisi 

fundamental ekonomi dan bagaimana tingkat urgensi dari suatu kebijakan 

terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya. 

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, dan Provinsi 

Lampung Tahun 2017–2021 

Tahun 
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 

Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung 

2017 5,46 5,17 

2018 5,23 5,23 

2019 5,13 5,26 

2020* -1,73 -1,67 

2021** 2,68 - 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022, 2020 *Angka sementara2021 **Angka sangat 

sementara 

Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan selama periode 2017–2021 

terjadi penurunan, hal ini terlihat dari angka pertumbuhan yang cenderung 

menurun selama empat tahun tersebut, dan hal ini dialami oleh sebagian besar 

wilayah Indonesia. Adapun penyebab lemahnya perekonomian Regional dan 

Nasional pada tahun 2018 diantaranya terjadi karena adanya perlambatan 

perekonomian global, terutama menguatnya kondisi ekonomi Amerika khususnya 

terhadap nilai tukar Rupiah dan Dollar. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar 

1,73 persen sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang memaksa 

diberlakukannya lockdown yang menyebabkan menurunnya minat dan daya beli 

masyarakat. 

Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan diestimasikan 

mengalami kenaikan. Hal tersebut tidak terlepas dari segala upaya pemulihan dan 

penanggulangan Pandemi Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah. 

Pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan tahun 2021 sebesar 2,68 persen. 
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Dalam mengantisipasi dan mencegah dampak yang mungkin timbul dari 

berbagai krisis keuangan dan perekonomian global akibat Pendemi Covid-19, 

diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang dapat menjaga 

stabilitas perekonomian daerah, utamanya adalah memperkuat basis pondasi 

bangunan perekonomian kabupaten terutama disektor primer (pertanian, 

pertambangan dan penggalian). Karena dominasi sektor primer diharapkan dapat 

menyebabkan perekonomian daerah dapat tetap tumbuh positif di tengah kelesuan 

perekonomian nasional dan regional. Pertumbuhan ekonomi yang positif 

menunjukkan peningkatan kapasitas daerah, yang berarti kemampuan ekonomi 

Kabupaten Lampung Selatan menghasilkan output semakin meningkat. Peningkatan 

kapasitas ini terkait dengan daya dukung teknologi, modal, infrastruktur dan kualitas 

sumber daya manusia serta ketersediaan sumber daya alam. 

2.1.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

 Pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk 

secara keseluruhan dan berkesinambungan. Dalam kerangka pembangunan, 

penduduk merupakan sumber utama modal pembangunan. Penduduk berperan dan 

berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam semua proses kegiatan 

pembangunan. Peranan dan partisipasi penduduk sangat tergantung pada kuantitas 

dan kualitas penduduk itu sendiri. Kuantitas penduduk dengan tingkat pertumbuhan 

yang terkendali menjadi pendorong kelangsungan pembangunan. Sedangkan kualitas 

penduduk yang tinggi menjadi modal dasar peningkatan kemajuan pembangunan. 

Salah satu Indikator lainnya yang digunakan untuk melihat kuantitas dan kualitas 

penduduk ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama 

yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari 

Angka Harapan Hidup (AHH); pendidikan diukur dari dua komponen yaitu 

harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; dan komponen pendapatan 

diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Berdasarkan rata-rata ketiga 

komponen tersebut, pada tahun 2021 diperoleh IPM Kabupaten Lampung Selatan 

sebesar 68,49 poin, lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 

69,90 poin. IPM Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan setiap 
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tahunnya namun masih berada di bawah IPM Provinsi Lampung yang juga 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten 

Lampung Selatan masih menempati posisi ke-tujuh dari 15 kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung. 

 

Gambar 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan dan 

Provinsi Lampung Tahun 2018-2021 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022 

 

 

 

2.1.3. Garis Kemiskinan 

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan 

untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan 

non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin 

dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Lampung 

Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2021 sebesar 
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Rp. 439.421,00 meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp. 422.328,00. Dan tahun 

2019 yang hanya sebesar Rp389.236,00. 

 

Gambar 2.4 Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017-2021 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022 

 
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan cenderung 

mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2021 terdapat 

peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 144.440 

jiwa, mengalami penurunan hingga pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin 

menjadi 143.330 jiwa sehingga persentase penduduk miskin di Lampung Selatan 

pada tahun 2020 adalah sebesar 14,08 persen. Tahun 2021 jumlah penduduk 

miskin meningkat menjadi 145.850 jiwa atau naik menjadi 14,19 persen. 

Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022 
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Pada tahun 2021, Lampung Selatan berada di urutan ke-5 Kabupaten/Kota 

se-Provinsi Lampung dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Lampung 

Selatan memiliki persentase 14,19 persen bahkan lebih tinggi dari persentase 

Provinsi Lampung yang hanya 12,34 persen. 

 

Gambar 2.6 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 

2021 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022 

2.1.4.  Indeks GINI 

Indeks GINI digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan 

suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks GINI berkisar antara 0 sampai 1. 

Apabila koefisien GINI bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan 

apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai 

Indeks GINI kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; 

nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan 

jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. 

Tabel 2.5. Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2020 

Tahun Lampung Selatan Provinsi Lampung 

2018 0,353 0,346 

2019 0,331 0,329 

2020 0,299 0,327 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks GINI Kabupaten Lampung 

Selatan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 

mencapai angka 0,299 yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Indeks 

GINI Kabupaten Lampung Selatan juga lebih rendah dibandingkan dengan 



 

 28 

 

Provinsi Lampung yang sebesar 0,327 dan Nasional yang sebesar 0,317. Hal ini 

menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Lampung Selatan semakin merata. 

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Selatan 

cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya tetapi pada tahun 2019 sampai 

dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan ini antara lain 

dipengaruhi oleh meningkatnya angkatan kerja dan rendahnya penawaran kerja 

yang terserap terutama tingkat pendidikan SMK dan diploma serta perampingan 

karyawan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai dampak dari Pandemi Covid-

19. 

Gambar 2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 

2017-2021 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2022 

 

2.2. Kebijakan Keuangan 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Lampung SelatanTahun Anggaran 2021 mengalami perubahan atau penambahan 

dari Tahun Anggaran 2020 baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.  

1. Proyeksi Pendapatan 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan 

Tahun Anggaran 2021 untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah, Pendapatan 

Daerah dianggarkan sebesar Rp2.104.204.516.823,00 yang diproyeksikan dengan 

rincian sebagai berikut: 
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a. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 

mengalami kenaikan dari yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2020 

sebesar Rp275.142.995.036,48 menjadi sebesar Rp298.472.406.823,00 terdiri 

dari: 

- Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp142.229.576.000,00; 

- Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp24.428.074.000,00; 

- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Rp10.487.200.823,00; dan 

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi sebesar 

Rp121.327.556.000,00; 

b. Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun Anggaran 2021 diperkirakan turun 

sebesar Rp1.696.333.280.000,00 dari yang dianggarkan Tahun Anggaran 2020 

sebesar Rp1.716.633.022.511,74 terdiri dari: 

1. Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 diperkirakan 

sebesar Rp1.283.270.232.000,00 atau turun dari yang dianggarkan tahun 

2020 sebesar Rp1.318.199.690.560,00, Dana Perimbangan tersebut berasal 

dari: 

- Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp20.481.441.000,00; 

- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebesar 

Rp4.166.081.000,00; 

-  Dana Alokasi Umum sebesar Rp947.733.529.000,00; 

- Dana Alokasi Khusus sebesar Rp310.889.181.000,00; 

2. Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2021 

diperkirakan sebesar Rp278.151.412.000,00; 

3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dalam APBD Tahun 

Anggaran 2021 diperkirakan sebesar Rp134.911.636.000,00 mengalami 

kenaikan dari yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp111.753.717.301,74; 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 

diproyeksikan sebesar Rp109.398.830.000,00, atau mengalami penurunan dari 

tahun 2020 yang dianggarkan sebesar Rp118.070.480.000,00. 
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2. Proyeksi Belanja 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung 

Selatan Tahun Anggaran 2021 proyeksi Belanja Daerah adalah sebesar 

Rp2.260.672.535.024,00 dengan rincian belanja sebagai berikut :  

a. Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp1.551.664.542.756,00 

b. Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp280.924.933.798,00 

c. Belanja Tak Terduga diproyeksikan sebesar Rp8.762.916.150,00 

d. Transfer diproyeksikan sebesar Rp419.320.142.320,00 

3. Proyeksi Pembiayaan 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan 

Tahun Anggaran 2021, diproyeksikan Penerimaan Pembiayaan sebesar 

Rp160.468.018.201,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp4.000.000.000,00. 

2.3.  Pencapaian Target Kinerja APBD 

Indikator memiliki peran penting sebagai alat pengelolaan kebijakan 

mulai tahap penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Suatu 

indikator memiliki peranan dalam memberikan suatu pendekatan yang murah, 

cepat dan dapat dipertanggungjawabkan baik bagi para pengelola kegiatan, 

pengambil keputusan dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan. 

Indikator dapat membantu dalam mengevaluasi kebijakan yang ada, 

program dan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Selain itu 

suatu indikator juga bermanfaat dan memegang peranan penting dalam berbagai 

tahap pembangunan yaitu penilaian situasi, memfasilitasi pengambilan keputusan 

diantara berbagai alternatif strategi, mengindetifikasi permasalahan operasional, 

merekomendasikan modifikasi dan memberikan feedback bagi masukan 

kebijakan, program dan kegiatan baru yang akan disusun. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa APBD disusun berbasis kinerja, artinya 
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penggunaan sumber keuangan daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang 

dapat dinilai kinerjanya yang terdiri dari input (masukan), output (keluaran), 

outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak). Dengan demikian setiap 

anggaran belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah harus dapat 

dipertanggungjawabkan kinerjanya, sehingga setiap belanja yang dikeluarkan 

harus berdasarkan pada usaha untuk mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah 

Daerah yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran perangkat daerah sesuai dengan 

Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan yang dimiliki.  

Mengedepankan prinsip taat azas dan berorientasi pada pencapaian 

prestasi kerja dalam penganggaran, bahwa setiap pengganggaran harus didasarkan 

atas landasan hukum dan kejelasan sumber dana serta manfaatnya. Anggaran 

Pendapatan merupakan rencana yang terukur dan secara rasional dapat dicapai. 

Anggaran Belanja harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis. 

Oleh karena itu pengganggaran berbasis kinerja harus dimaknai bahwa 

penganggaran APBD mengutamakan pencapaian hasil dari suatu input yang 

ditetapkan sesuai dengan Tupoksi Perangkat Daerah (PD). 
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III. KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan 

keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam 

rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, 

antar periode, maupun antar entitas akuntansi. 

3.1 EntitasAkuntansi 

Entitas akuntansi adalah Perangkat Daerah (PD) sebagai pengguna 

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan 

akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas 

pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah PD dan PPKD. 

3.2 Entitas Pelaporan 

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau 

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan 

Pemerintah Daerah. 

Suatu entitas pelaporan ditetapkan didalam peraturan perundang-

undangan, yang umumnya bercirikan: 

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD; 

b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;  

c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat 

negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; 

d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak 

langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. 

3.3  Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 yaitu basis akrual. Entitas 

pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam 

pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan 

ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis 

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. 
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3.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. 

Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih 

dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai 

tukar/kurs tengah Bank Central yang berlaku pada tanggal transaksi. 

 

3.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang 

ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

3.5.1 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Lampung Selatan 

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Lampung Selatan mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi 

Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. 

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah 

akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi. 

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih 

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan 

dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Kerangka konseptual ini membahas : 

a. Tujuan Kerangka Konseptual; 

b. Lingkungan Akuntansi Pemerintah daerah; 

c. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan; 

d. Pengguna dan kebutuhan informasi; 

e. Karakteristik kualitatif laporan keuangan; 

f. Unsur/elemen laporan keuangan; 

g. Pengakuan unsur laporan keuangan; 

h. Pengukuran unsur laporan keuangan; 

i. Asumsi dasar; 

j. Prinsip-prinsip; 

k. Kendala informasi akuntansi; dan  

l. Dasar hukum. 
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Ciri-ciri utama Struktur Pemerintah Daerah dan Pelayanan yang Diberikan 

Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan 

adalah sebagai berikut: 

a. Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan: 

1) Bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan: 

2) Sistem pemerintahan otonomi; 

3) Adanya pengaruh proses politik; 

4) Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah. 

b. Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian: 

1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai  

 alat pengendalian; 

2) Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan; 

3) Penyusunan nilai aset tetap sebagai sumber daya ekonomi karena  

 digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. 

Peranan dan tujuan pelaporan keuangan 

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan 

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. 

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya 

yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara 

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 

a. Akuntabilitas 

b. Manajemen  

c. Transparansi 

d. Keseimbangan antar generasi (Intergenerational equity) 

e. Evaluasi kinerja 

Tujuan pelaporan keuangan 

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat 

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan: 
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a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup 

untuk membiayai seluruh pengeluaran; 

b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya 

ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan 

peraturan perundang-undangan; 

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah 

dicapai; 

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai 

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah 

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah 

daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan 

yang dilakukan selama periode pelaporan. 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan  

 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 

tujuannya. 

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang 

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas 

yang dikehendaki: 

a. Relevan; 

b. Andal; 

c. Dapat dibandingkan; dan  

d. Dapat dipahami. 

Unsur/elemen laporan keuangan 

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari : 

a. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari: 

- Laporan Realisasi Anggaran PD; 
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- Neraca PD; 

- Laporan Operasional; 

- Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

- Catatan Atas Laporan Keuangan PD. 

b. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi 

berupa : 

- Laporan Realisasi Anggaran PPKD; 

- Neraca PPKD; 

- Laporan Arus Kas; 

- Laporan Operasional; 

- Laporan Perubahan Ekuitas; dan  

- Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD; 

c. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan 

pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa: 

- Laporan Realisasi Anggaran; 

- Laporan Perubahan SAL/SAK; 

- Neraca; 

- Laporan Operasional; 

- Laporan Perubahan Ekuitas; 

- Laporan Arus Kas; dan  

- Catatan atas Laporan Keuangan. 

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai 

ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam memahami laporan keuangan yang 

disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah; 

a. Basis akuntansi; 

b. Prinsip nilai perolehan; 

c. Prinsip realisasi; 

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas; 

e. Prinsip perioderitas; 

f. Prinsip konsistensi; 
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g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan 

h. Prinsip penyajian wajar. 

3.5.2 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan 

untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah 

masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang member atau 

berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang 

lebih tinggi. 

Basis Akuntansi 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis 

akrual. 

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

 

Tujuan 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah 

untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengembalian keputusan dan 

untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya, dengan: 

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan 

ekuitas dana pemerintah daerah; 

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah; 

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber 

daya ekonomi; 

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya 

dan memenuhi kebutuhan kasnya; 

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan 
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g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas 

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan 

informasi mengenai entitas dalam hal: 

- Aset; 

- Kewajiban; 

- Ekuitas; 

- Pendapatan; 

- Belanja; 

- Pembiayaan; dan 

- Arus kas. 

Tanggung jawab pelaporan keuangan penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan berada pada pimpinan entitas. 

Komponen-komponen laporan keuangan 

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok 

adalah: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional (LO); 

e. Laporan Arus Kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

Komponen-komponen tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali 

Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi 

perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh 

bendahara umum daerah dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-

masing. 

Periode pelaporan 

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 

Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan 
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keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih 

pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi berikut: 

a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, 

b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas 

dan catatan-catatan terkait dapat diperbandingkan. 

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi 

Kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan menjelaskan 

hal-hal berikut  

a. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; 

b. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan  

 ketentuan-ketentuan masa transaksi kebijakan akuntansi/entitas pelaporan; dan 

c. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan  

 keuangan. 

Pengungkapan 

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum 

diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu: 

a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana entitas 

tersebut beroperasi; 

b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan 

c. Ketentuan perundang-undang yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. 

3.5.3 Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

Saldo anggaran lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari 

akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan 

serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi 

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas 

akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan 

dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan 
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dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, 

akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran 

dengan: 

a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 

daya ekonomi; 

b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang 

berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan 

efektivitas penggunaan anggaran. 

Isi laporan realisasi anggaran berbasis kas dan saldo anggaran lebih 

Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, 

belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. 

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai 

berikut : 

a. Pendapatan –LRA; 

b. Belanja; 

c. Transfer; 

d. Surplus atau defisit; 

e. Penerimaan Pembiayaan; 

f. Pengeluaran pembiayaan; 

g. Pembiayaan neto; dan 

h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). 

Laporan saldo anggaran lebih mencakup pos-pos sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih tahun yang lalu; 

b. Penggunaan Saldo Anggaran; 

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA); 

d. Koreksi/kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan 

e. Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan. 

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas 

akuntansi/pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran dalam format sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan sebagai laporan keuangan pokok. 
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3.5.4 Kebijakan Akuntansi Neraca 

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya 

dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi 

kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. 

Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan 

barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, 

perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca 

untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan untuk 

keperluan jangka panjang. 

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut : 

a. Kas dan setara kas; 

b. Investasi jangka pendek; 

c. Piutang pajak dan bukan pajak; 

d. Persediaan; 

e. Investasi jangka panjang; 

f. Aset tetap; 

g. Aset lain-lain; 

h. Kewajiban jangka pendek; 

i. Kewajiban jangka panjang; dan 

j. Ekuitas. 

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan 

pada faktor-faktor berikut ini: 

a. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset; 

b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan 

c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban. 

Penyajian neraca 

 

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas 

akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyajikan neraca dalam format sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 
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3.5.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA 

 

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 

Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali 

oleh pemerintah. 

Pengakuan 

Pendapatan-LRA diakui pada saat: 

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD; 

b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan 

hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan 

Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; 

c. Kas atas pendapatantersebut telah di terima satker/PD dan digunakan langsung 

tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya 

kepada BUD; 

d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang 

digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat 

entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; 

e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah 

berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya 

sebagai pendapatan. 

Pengukuran 

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu 

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya 

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) 

bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan 

terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat 

dikecualikan. 

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal 

transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 
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Penyajian dan Pengungkapan 

 

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan 

basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan 

dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah: 

a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun 

anggaran; 

b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang 

bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; 

c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan 

daerah; dan 

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

3.5.6 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO 

 

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang 

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 

yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

Pendapatan-LO adalah semua hak pemerintah yang menambah ekuitas 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah 

daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah (basis akrual). 

Pengakuan 

Pendapatan-LO diakui pada saat: 

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau 

b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized). 

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:  

a. Pendapatan-LO Diakui Bersamaan Dengan Penerimaan Kas (untuk hak timbul 

bersamaan dengan penerimaan kas). 

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila 

dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu 

antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. 

b. Pendapatan-LO Diakui pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan 

1) Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas. 
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Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat 

penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan 

dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana 

hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau 

belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan 

(piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak 

yang menerbitkan keputusan/peraturan. 

2) Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas. 

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan 

antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum 

seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas 

telah diterima terlebih dahulu. Pada saat diterima diakui sebagai pendapatan 

diterima dimuka dan Pendapatan-LO diakui pada saat hak pemerintah 

daerah timbul yaitu pajak reklame dan lainnya. 

Pengukuran 

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan pendapatan bruto,dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). 

Penyajian dan Pengungkapan 

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai 

dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. 

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO 

adalah: 

a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun 

anggaran; 

b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang 

bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; 

c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan 

daerah; dan 

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 
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3.5.7 Kebijakan Akuntansi Beban 

 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau 

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen 

penyusunan Laporan Operasional (LO) 

Pengakuan 

Beban diakui pada saat: 

a. Saat timbulnya kewajiban; 

b. Saatterjadinya konsumsi aset; dan 

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat 

dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu: 

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses 

transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban 

dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, 

maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat 

terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum 

dikeluarkan. 

b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dilakukan apabila 

perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah 

tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.  

c. Beban diakui setelah pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses 

transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas 

daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah 

pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau 

jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.  

Pengukuran 

Beban diukur sesuai dengan: 

a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang 

timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 

Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. 
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b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika 

barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. 

Penyajian dan Pengungkapan 

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban 

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan 

klasifikasi ekonomi, yaitu: 

a. Beban Operasional, terdiri dari: 

Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban 

Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan 

Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain; 

b. Beban Transfer; 

c. Beban Non Operasional, misalnya surplus/defisit penjualan aset; dan 

d. Beban Luar Biasa, dalam keadaan bencana. 

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:  

a. Pengeluaran beban tahun berkenaan; 

b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode 

akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan 

belanja; dan 

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan 

Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non 

Operasional. 

3.5.8 Kebijakan Akuntansi Belanja 

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan 

Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode 

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 

oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, 

dan belanja tak terduga, serta belanja transfer. 

Pengakuan 

Belanja diakui pada saat: 
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a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD; 

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada 

saat pertanggungjawaban; 

c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada 

peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 

Pengukuran 

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan 

dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas 

bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum 

dalam dokumen pengeluaran yang sah. 

Penyajian dan Pengungkapan 

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)sesuai 

dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak 

Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja 

dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan 

dalam mata uang rupiah. 

Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 

pada tanggal transaksi. 

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan 

setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak 

terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal 

dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi 

lainnya yang dianggap perlu. 

3.5.9  Kebijakan Akuntansi Transfer 

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan 

akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan 

akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan 

pengungkapannya. 
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Pengakuan 

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas 

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan, dana 

bantuan keuangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi: 

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer 

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi 

Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke 

Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian 

pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing 

jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat: 

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau 

b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized). 

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan 

kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, 

pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat 

penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer 

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi 

Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas 

beban anggaran transfer keluar.  

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan 

Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan 

bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. 

Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan 

dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban 

transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah 

lainnya/desa.  

Pengukuran dan Penilaian 

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer 

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi 
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Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang 

masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, 

pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer 

bagi pemerintah daerah. 

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan 

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). 

1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai 

akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban 

finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan 

dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam 

laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan 

pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini 

juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. 

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk 

hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa 

disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada 

pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai 

koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU 

tahun anggaran berjalan.  

2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan 

penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan 

dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada 

tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.  

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer 

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer 

keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran 

transfer keluar. 

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer 

diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang 

bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang 

sah sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Transfer keluar dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan 

membukukan pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah 

dikompensasikan dengan penerimaan). 

Pengungkapan 

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan 

Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan 

Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran 

sebelumnya; 

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk 

dengan realisasinya; 

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan 

Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan 

Operasional; dan 

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan 

Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional 

beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya; 

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar 

dengan realisasinya; 

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan 

Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; 

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

 

3.5.10 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah 

daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan 

diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada 

tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang 
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dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup 

defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat 

pertanggungjawaban, terdiri atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

Pengakuan 

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu: 

a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum 

Daerah. 

b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum 

Daerah 

Pengukuran 

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan 

nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas 

yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. 

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata 

uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal 

transaksi pembiayaan. 

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang 

bersangkutan. 

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, 

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya 

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang 

bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di 

pemerintah daerah merupakan penambah Dana cadangan. Hasil tersebut dicatat 

sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. 

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan 

dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.  
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3.5.11 KebijakanAkuntansi Kas dan Setara Kas 

Mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis 

mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan 

mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non 

keuangan, pembiayaan dan transitoris selama periode akuntansi. 

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas 

Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD). 

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa 

yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas 

yang telah dibuat sebelumnya. 

Kas dan Setara Kas 

Setara Kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas 

jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, 

investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah 

yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai signifikan. Oleh karena itu, 

suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh 

tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. 

Entitas Pelaporan Arus Kas 

Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau 

lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah 

Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah 

Daerah. 

Aktivitas Operasi 

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukan 

kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup 

untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa 

mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 

Arus masuk Kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh antara lain : 
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a. Penerimaan Perpajakan; 

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 

c. Penerimaan Hibah; 

d. Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya; 

e. Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan luar biasa; dan 

f. Penerimaan Transfer. 

Arus keluar Kas dari aktivitas operasi terutama digunakan untuk 

pengeluaran antara lain : 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja Barang; 

c. Bunga; 

d. Subsidi; 

e. Hibah; 

f. Bantuan Sosial; 

g. Belanja lain-lain/tak terduga; dan 

h. Transfer keluar 

Komponen Kas dan Setara Kas 

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam 

Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca. 

Pengungkapan Lainnya 

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas yang 

signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna 

laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan. 

3.5.12 Kebijakan Akuntansi Investasi 

 

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat 

ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. 

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu : 
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a. investasi jangka pendek; dan 

b. investasi jangka panjang. 

a. Investasi jangka pendek 

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar. Investasi 

Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan 

untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. 

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 

12 bulan; 

2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat 

menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; 

3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. 

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan 

sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari 

tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas. 

b. Investasi Jangka Panjang 

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk 

dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang merupakan 

kelompok aset non lancar Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman 

investasinya dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen. 

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang 

yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu 

akan dijual atau ditarik kembali. 

2) Investasi Jangka Panjang Permanen. 

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk 

diperjualbelikan atau ditarik kembali. 

Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar. 
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Pengakuan 

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam 

bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai 

investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan 

manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian 

cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya 

manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan 

berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. 

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal 

(reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang 

menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat 

diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga 

dapat dilakukan. 

Pengukuran dan Penilaian 

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat 

membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar 

penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka 

dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. 

 

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Pengukuran investasi jangka pendek 

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga: 

a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek 

diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi 

perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam 

rangka perolehan tersebut. 

b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka 

pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal 

perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai 
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wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset 

lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. 

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar 

nilai nominalnya. 

b. Pengukuran investasi jangka panjang: 

1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya 

perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang 

timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan. 

2) Investasi jangka panjang nonpermanen: 

a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi 

jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, 

dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya. 

b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk 

penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana 

talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang 

dapat direalisasikan. 

c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal 

pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek 

PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang 

dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam 

rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak 

ketiga. 

c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset 

pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga 

perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak 

ada. 

d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata 

uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan 

nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. 

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai 

berikut: 
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1) Metode biaya 

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya 

perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang 

diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan 

usaha/badan hukum yang terkait.  

2) Metode ekuitas 

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai 

sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba 

atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal 

perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk 

dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi 

pemerintah daerah. 

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi 

kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang 

timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. 

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk 

kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan 

metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah 

dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan 

penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali. 

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan 

dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima 

kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule). Besarnya 

penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung 

berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Perhitungan Penyisihan Piutang 

No Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi 
Persentase 

Penyisihan 

1 Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun 0,5 % 

2 Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun 10 % 

3 Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun 50 % 

4 Jatuh tempo pada periode diatas 4 Tahun 100 % 
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Penggunaan metode-metode tersebut diatas didasarkan pada kriteria sebagai 

berikut: 

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya; 

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi 

memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; 

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; 

d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan 

metode nilai bersih yang direalisasikan. 

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan 

merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, 

tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) 

atau pengendalian terhadap perusahaan investasi. Ciri-ciri adanya pengaruh atau 

pengendalian pada perusahaan investasi, antara lain: 

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; 

b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi; 

c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan 

investasi; 

d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan 

dewan direksi. 

Pengungkapan 

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-

kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 

b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen; 

c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka 

panjang; 

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut; 

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; 

f. Perubahan pos investasi. 

3.5.13 Kebijakan Akuntansi Piutang 

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah 
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daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai 

akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 

atau akibat lainnya yang sah.  

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang 

kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari 

seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang 

untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, 

jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu 

tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan 

dalam Bagan Akun Standar (BAS). 

Pengakuan 

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat 

ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat : 

a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi. 

b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum 

dilunasi. 

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang 

timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian 

fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, 

apabila memenuhi kriteria: 

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban 

secara jelas; dan 

b. jumlah piutang dapat diukur; 

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui 

berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen 

penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang 

belum dibayarkan. 

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang 

ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang 

berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah. 
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Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim 

pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan 

jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer. 

Piutang transfer lainnya diakui apabila: 

a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan 

akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa 

yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah 

penerima; 

b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat 

penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat 

persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh 

Pemerintah Pusat. 

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang 

menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung 

berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi 

hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer 

terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan 

transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan 

dengan hak transfer periode berikutnya. 

Piutang TP-TGR, peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP-

TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen 

yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP-TGR 

dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK 

Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat 

keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab 

seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP-

TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru 

dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan. 

Pengukuran 

a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang 

undangan, adalah sebagai berikut: 
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1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan 

kurang bayar yang diterbitkan; atau  

2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan 

Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau  

3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding dan atas keberatan 

dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi 

b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:  

1) Pemberian pinjaman  

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari 

kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai 

wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam 

naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, 

commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir 

periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee 

dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) 

pada akhir periode pelaporan. 

2) Penjualan  

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian 

penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode 

pelaporan.Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan 

pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. 

3) Kemitraan  

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 

dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. 

4) Pemberian fasilitas/jasa  

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah 

diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan 

pembayaran atau uang muka yang telah diterima. 

c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut: 
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1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal 

terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten; 

2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan 

tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 

transfer yang berlaku; 

3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan 

disetujui oleh Pemerintah Pusat.  

d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan 

diatas, dilakukan sebagai berikut:  

1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun 

berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan 

berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;  

2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 

bulan berikutnya.  

Pengukuran Piutang Berikutnya 

Pengukuran berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap pengakuan 

awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi 

tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi 

kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis 

piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. 

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan 

dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). 

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable 

value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. 

Kualitas piutang dikelompokan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi 

sebagai berikut: 

a. Kualitas Piutang Lancar; 

b. Kualitas Piutang Kurang Lancar; 

c. Kualitas Piutang Diragukan; 

d. Kualitas Piutang Macet. 
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Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara 

pemungut pajak yang terdiri dari :  

a. Pajak Dibayar Sendir oleh Wajib Pajak (WP) Self Asessment; dan  

b. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (Official assessment). 

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak 

tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut: 

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukandengan ketentuan: 

Tabel 3.2 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Self Assesement 

No. Kualitas Kriteria 

a. Lancar 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 

2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; 

dan/atau 

3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau  

4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 

5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan 

/banding. 

b. Kurang Lancar 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; 

dan/atau  

2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam 

pemeriksaan; dan/atau  

3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil 

pemeriksaan; dan/atau  

4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding; 

c. Diragukan 1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; 

dan/atau  

2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam 

pemeriksaan; dan/atau  

3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil 

pemeriksaan;dan/atau  

4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas. 

 

d. Macet 1) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau 

2) Wajib Pajak tidak ditemukan;dan/atau 

3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; 

dan/atau 

4) Wajib Pajak mengalami musibah (force 

majeure). 

 

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya ditetapkan 

oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan: 
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Tabel 3.3 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak official assessment 

No. Kualitas Kriteria 

a. Lancar 1. Umur piutang kurang dari 1 tahun;dan/atau 

2. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau  

3. Wajib Pajak likuid; dan/atau  

4. Wajib Pajak tidak mengajukan 

keberatan/banding. 

b. Kurang Lancar 1. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; 

dan/atau  

2. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau  

3. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.  

c. Diragukan 1. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; 

dan/atau  

2. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau  

3. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas. 

d. Macet 1. Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau 

2. Wajib Pajak tidak ditemukan;dan/atau 

3. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; 

dan/atau 

4. Wajib Pajak mengalami musibah (force 

majeure). 

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek 

retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus Retribusi 

No. Kualitas Kriteria 

a. Lancar umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;  

b. Kurang Lancar umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan 

c. Diragukan umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan 

d. Macet umur piutang lebih dari 12 bulan 

Penggolongan piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 3.5 PenggolonganPiutang Bukan Pajak Selain Retribusi 

No Kualitas 

Piutang 

Kriteria 

a. Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo yang 

ditetapkan; 

b. Kurang Lancar Jangka 1 bulan sejak tanggal surat tagihan pertama tidak 

dilakukan pelunasan; 

c. Diragukan Jangka 1 bulan sejak tanggal surat tagihan kedua tidak 

dilakukan pelunasan; 
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d. Macet Jangka 1 bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak 

dilakukan pelunasan 

 

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Selain yang disebutkan 

Retribusi, dilakukan dengan ketentuan : 

Tabel 3.6 Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi 

No Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih 

a Lancar 0,5 % 

b Kurang Lancar 10 % 

c Diragukan 50 % 

d Macet 100 % 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar: 

Tabel 3.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Pajak 

No Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih 

a Lancar 0,5 %; 

b Kurang Lancar 10 % dari kurang lancar setelah 

dikurangi nilai agunan atau nilai 

barang sitaan (jika ada); 

c Diragukan 50 % dari piutang dengan kualitas 

diragukan setelah dikurangi nilai 

agunan atau barang sitaan (jika ada); 

dan 

d Macet 100 % dari piutang macet setelah 

dikurangi nilai agunan atau barang 

sitaan (jika ada) 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Objek Retribusi adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Retribusi 

No Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih 

a Lancar 0,5 %; 

b Kurang Lancar 10 % dari piutang kurang lancar setelah dikurangi 

nilai agunan atau barang sitaan (jika ada); 

c Diragukan 50 % dari piutang diragukan setelah dikurangi nilai 

agunan atau barang sitaan (jika ada); dan 

d Macet 100 % dari piutang macet setelah dikurangi nilai 

agunan atau barang sitaan (jika ada). 

 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Objek Bukan Pajak selain 

Retribusi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bukan Pajak selain Retribusi 

No Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih 

a Lancar 0,5 %; 

b Kurang Lancar 10 % dari piutang kurang lancar setelah dikurangi 

nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); 

c Diragukan 50 % dari piutang diragukan setelah dikurangi nilai 

agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan 

d Macet 100 % dari piutang macet setelah dikurangi nilai 

agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). 

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru 

dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode 

pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan 

piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. 

Pemberhentian Pengakuan 

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan 

bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum 

penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau 

melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.Pemberhentian 

pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara 

penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). 

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, 

merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat 

dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Penghapusbukuan piutang 

tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya 

dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi 

ekstrakomptabel. 

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan 

piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan 

pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau 

Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi 

penghapusbukuan 

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut: 
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a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian 

penghapusbukuan. 

1. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas 

akuntansi dan entitas pelaporan; 

2. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; 

3. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak 

mungkin terealisasi tagihannya. 

b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan 

pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan 

diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan. 

c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang 

berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write off). 

Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak 

berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan 

berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan 

tersebut. 

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, 

prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif 

bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik. 

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang 

dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya 

harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap 

mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya 

dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak 

berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat 

dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan. 

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5milyar oleh 

Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5milyar oleh Bupati dengan persetujuan 

DPRD. 
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Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada 

negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. 

Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar; 

b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih 

menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas 

masa depan; 

c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak 

mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih; 

d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya 

penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, 

rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit. 

Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak 

mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi 

saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang. 

Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, 

hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum 

pasar modal, hokum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write 

off di negara lain. 

Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, 

apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. 

Penghapusbukuan (writedown maupun write off) masuk esktrakomptabel dengan 

beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur 

menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada 

pihak lain dengan haircut mungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif 

intrakomtabel. 

Pengungkapan 

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai.Informasi mengenai 

akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Informasi dimaksud dapat berupa:  
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a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan 

pengukuran piutang;  

b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat 

kolektibilitasnya; 

c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; 

d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.  

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses 

penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. 

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu 

diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan 

tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan 

dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. 

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di 

kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut 

dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan 

perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan 

Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang. 

3.5.14 Kebijakan Akuntansi Persediaan 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan 

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, 

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun 

Standar. 

Pengakuan 

Persediaan diakui pada saat: 

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan 

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;  

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. 

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan 

hasil inventarisasi fisik. 



 

 70 

 

Pengukuran 

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dengan 

pendekatan beban yaitu pada saat pembelian atau berita acara serah terima barang 

dibukukan sebagai beban. Dasar pencatatan persediaan pada saat periode 

penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan 

menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar 

atau persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out). 

Persediaan disajikan sebesar:  

a. Biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan 

persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan 

dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan 

persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya 

perolehan.  

b. Harga pokok produksi, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. 

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan 

persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara 

sistematis.  

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai 

wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar 

pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm 

length transaction). 

d. Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional (LO), 

beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use goods) 

e. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventaris fisik, yaitu 

dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembebanan 

atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang 

hasilnya dikalikan nilai per unit satuan dengan metode penilaian yang 

digunakan. 

Persediaan disajikan sebagian bagian dari Aset Lancar. 

Penyajian dan Pengungkapan 

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan: 
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a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan 

masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, 

barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan 

barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat; dan 

b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. 

3.5.15 Akuntansi Non Lancar  

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 12 (dua belas) bulan ntuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan 

atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada 

saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan 

tempat yang siap untuk dipergunakan. 

Masa manfaat adalah : 

a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan 

dan/atau pelayanan publik; atau 

b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk 

aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik. 

Pengakuan Aset Tetap 

Perolehan Aset Tetap 

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan 

dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. 

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Berwujud; 

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 

f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian 
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barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah 

ditetapkan. 

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh 

pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan 

untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau 

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa 

telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, 

misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila 

perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan 

masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah 

yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat 

kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada 

saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, 

misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama 

pemilik sebelumnya. 

Pengukuran Aset Tetap 

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap 

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap 

didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan 

bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten 

dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada 

penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal. 

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi 

pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. 

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran 

yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal 

dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain 

yang digunakan dalam proses konstruksi. 

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola 

meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung 
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termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa 

peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan 

aset tetap tersebut. 

Komponen Biaya 

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau 

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan 

secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset 

tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. 

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah : 

a. Biaya perencanaan dan pengawasan; 

b. Biaya lelang; 

c. Biaya persiapan tempat; 

d. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat 

(handling cost); 

e. Biaya pemasangan (installation cost); 

f. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan 

g. Biaya konstruksi. 

3.5.16 Akuntansi Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah 

daerah. 

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar 

dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar 

dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 

Utang beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena 

pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak 

ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan 

tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. 
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Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan 

PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain. 

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali 

transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang 

pemerintah. 

Pengakuan 

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber 

daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada samapi 

saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai 

penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 

Kewajiban dapat timbul dari : 

a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions); 

b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transaction), sesuai hukum yang 

berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat 

tanggal pelaporan; 

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); 

d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events). 

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah 

daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada 

saat kewajiban timbul. 

Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan 

pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas 

daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan 

jasa. 

Bagian lancar hutang jangka panjang, diakui pada saat reklasifikasi 

kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal 

neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka 

panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam bagian lancar hutang jangka 

panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar 

sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek. 

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya 
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klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan 

tanggal pelaporan. 

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat :  

1. Barang yang dibeli sudah diterima, atau 

2. Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau 

3. Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan 

sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima. 

Pengukuran 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. 

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang 

belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar 

jumlah yang masih harus disetorkan. 

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam 

perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas 

jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. 

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga 

yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang 

pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Perhitungan utang bunga dihitung 

secara bulanan, disajikan sebesar nilai yang telah menjadi kewajiban/beban mulai 

setelah bulan pembayaran terakhir sampai dengan tanggal pelaporan. 

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah 

daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. 

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak 

termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya 

tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan 

disusun.Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik 

masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai 

dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah 

diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran 

dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. 

Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer. 
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Penyajian dan Pengungkapan 

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang 

diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;  

b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis 

sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;  

c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang 

berlaku;  

d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;  

1. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi: 

a) Pengurangan pinjaman; 

b) Modifikasi persyaratan utang; 

c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman; 

d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman; 

e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan 

f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. 

2. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur 

utang berdasarkan kreditur. 

3. Biaya pinjaman: 

a) Perlakuan biaya pinjaman; 

b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang 

bersangkutan; dan 

c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. 

3.5.17 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak 

dilanjutkan 

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu 

entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai 

dengan yang seharusnya mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau 
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periode sebelumnya. 

Koreksi adalah tindakan pembentukan akuntansi agar pos-pos yang 

tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan seharusnya. 

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau 

tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau 

kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa menganggu 

fungsi, program atau kegiatan yang lain. 

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi 

yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, 

pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain. 

Koreksi kesalahan 

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa 

periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan 

mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran 

oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam 

penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interprestasi fakta, kecurangan atau 

kelalaian. 

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiaannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: 

a. Kesalahan yang tidak berulang; 

b. Kesalahan yang berulang dan sistematik. 

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak 

akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: 

a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; 

b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. 

Perubahan kebijakan akuntansi 

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas 

pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, 

dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan 

secara konsisten pada setiap periode. 

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi 
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sebagai akibat perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan 

estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. 

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan 

suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan 

atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan 

bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal 

dalam penyajian laporan keuangan entitas. 

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara 

substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan  

b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang 

sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. 

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan 

Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Perubahan estimasi akuntansi 

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada 

Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat 

perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap 

berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa 

manfaat aset tetap tersebut. 

Operasi yang tidak dilanjutkan 

Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang 

dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol 

untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada 

Laporan Keuangan. 

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, 

di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan 

sampai akhir tahun Laporan Keuangan. 

Bukan merupakan penghentian operasi apabila: 

a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/ 
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alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang 

dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain; 

b. Fungsi tersebut tetap ada; 

c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya 

berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah 

lain; 

d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, 

menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. 

Peristiwa luar biasa 

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang 

secara jelas berbeda dari aktifitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas 

pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau social, termasuk 

wabah penyakit yaitu pendemi Covid-19. Peristiwa yang berada di luar kendali 

atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu 

tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di 

luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu 

entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak 

tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. 

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/ kewajiban karena peristiwa 

luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan 

perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/ kewajiban entitas. 

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut : 

a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas; 

b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang; 

c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan 

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/ 

kewajiban. 

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa 

diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
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3.5.18 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka 

Beban dibayar dimuka adalah beban yang telah dibayar oleh pemerintah 

daerah yang belum menjadi kewajiban per tanggal pelaporan. 

Beban dibayar dimuka diakui ketika menyusun laporan keuangan yaitu 

atas beban yang telah dibayar tetapi belum menjadi kewajiban per tanggal 

penyusunan laporan. 

Pengukuran beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi dan sewa 

tanah/gedung/peralatan dihitung secara bulanan, adalah sebagai berikut: 

Disajikan sebesar nilai yang belum menjadi kewajiban/beban mulai bulan setelah 

tanggal pelaporan sampai dengan bulan akhir masa pembayaran. 

Pemberhentian pengakuan beban dibayar dimuka pada saat kewajiban 

timbul atau pada saat penyusunan laporan keuangan. 

Beban dibayar dimuka disajikan dan diungkapkan secara memadai. 

Informasi mengenai akun beban dibayar dimuka diungkapkan secara cukup dalam 

catatan atas laporan keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa: 

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan 

pengukuran piutang; 

b. Rincian jenis-jenis. 

3.5.19 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya 

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang 

mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan 

sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. 

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah : 

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran; 

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; 

c. Kemitraan dengan pihak ketiga; 

d. Aset Tidak Berwujud; 

e. Aset Lain-lain; 
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Pengakuan 

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat: 

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan 

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; 

b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaanya berpindah. 

Pengukuran dan Penilaian 

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari 

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 

angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau 

berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran. 

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dengan surat 

keputusan pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan 

oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. 

Tuntutan ganti kerugian dinilai sebesar nilai nominal dalam surat 

keterangan tanggungjawab mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran 

yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah. 

Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan 

oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS 

tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. 

Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai 

dengan metode penyusutan yang digunakan. 

Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada 

pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut: 

a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat 

yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali 

sebagai aset tetap; 

b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada 

saat perolehan/penyerahan. 

Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang 

harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap 

untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi 
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yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset 

tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. 

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah 

dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus 

dengan masa manfaat selama 10 tahun. 

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya. 

Pengungkapan 

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-

kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut : 

a. Rincian aset lainnya; 

b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud; 

c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT, dan 

BTO); 

d. Informasi lainnya yang penting. 

3.5.20 Akuntansi Dana Cadangan 

Akuntansi dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 

satu tahun anggaran. 

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana 

cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah (BUD). 

Dana cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS pembentukan dana 

cadangan. 

Pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-

bukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD 

atau kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 

Dana cadangan diukur sesuai dengan niali nominal dari kas yang 

diklasifikasikan ke dana cadangan. 

Penyajian dan pengungkapan 

Dana cadangan disajikan dalam neraca pada kelompok aset non lancar. 

Pengungkapan dana cadangan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK), 

sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: 


